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                                                       ABSTRAK 

 

Veby Maya Revani   : Analisis Proses Pengadaan Barang dan Jasa 

Secara Elektronik Pada Pemda Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Pembimbing             : Nurzi Sabrina, SE.,M.Sc., Ak 

  

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  proses 

pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Pemda Kabupaten 

Pesisir Selatan serta untuk mengetahui bagaimana proses-proses 

pengadaan barang dan jasa dan bagaimana proses pembuatan kontrak 

untuk melakukan pengadaan barang dan jasa pada pemda Pesisir Selatan.  

Bentuk  penelitian yang dilakukan  di  dalam  penulisan Tugas 

Akhir  ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan 

pada Pemda Kabupaten Pesisir Selatan. Observasi yaitu teknik 

pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada 

objek penelitian dengan mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan 

dengan penelitian ini, wawancara berupa tanya jawab  yang dilakukan  

dengan  karyawan  yang terkait,  sedangkan  dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber. Penelitian ini 

merupakan   jenis  penelitian   berbentuk  deskriptif,   jenis  sumber   

daya   yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode 

analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu 

membandingkan data tersebut dengan teori yang ada sehingga diperoleh 

hasil. 

Hasil penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem 

pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan dengan baik, dengan praktek 

yang baik yang sudah diterapkan untuk mendukung pengadaan barang dan 

jasa. Untuk melancarkan dan mengoptimalkan kegiatan pengadaan barang 

dan jasa pada Pemda Pesisir Selatan  mengunakan pengadaan secara 

elektronik (e-procurement) yang disediakan oleh LPSE yang tentunya 

banyak memberikan kemudahan dan keuntungan dengan fasilitas teknologi 

komunikasi dan informasi. Sebaiknya, Pemda Pesisir Selatan harus lebih 

baik lagi dalam melakukan pelayanan dalam pengadaan barang dan jasa 

secara eletronik ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah merupakan satu rangkaian yang 

sangat penting untuk mewujudkan cita-cita untuk kesejahteraan rakyat tidak 

terkecuali bagi pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan. Pengadaan barang dan 

jasa termasuk kedalam pengelolaan keuangan milik negara, proses pengadaan barang 

dan jasa harus didasarkan pada kebutuhan dan ketentuan Presiden Republik Indonesia 

yang terbaru yaitu Nomor 16 Tahun 2018, namun pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan masih menggunakan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. 

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, sarana dan prasarana 

pemerintah pun bervariasi mengikuti perkembangan dan disesuaikan dengan 

kebutuhan pemerintah. Pengadaan barang dan jasa tersebut di biayai oleh anggaran 

pendapatan dan belanja negara/daerah. Belanja negara dan daerah dipergunakan 

untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan daerah saerta 

pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja 

daerah sendiri adalah belanja yang di bagi-bagi kepemerintah daerah, untuk kemudian 

masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja pemerintah 

daerah itu sendiri meliputi dana bagi hasil, dana alokasi, dana alokasi khusus, dana 

otonomi khusus. 
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Dalam pengadaan barang dan jasa supaya kebutuhan akan barang dan 

jasa terpenuhi dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang 

terbatas, maka pemerintah perlu mengatur norma, prinsip-prinsip, metode dan 

proses pengadaan barang dan jasa. Aturan tersebut terdapat pada Peraturan 

Presiden terbaru No. 16 Tahun 2018 dan peraturan perpres yang lama No. 54 

Tahun 2010  tentang Pengadaan Barang dan Jasa. 

Maksud dari Peraturan Presiden yang terbaru No. 16 Tahun 2018 dan 

Peraturan yang lama No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ini 

adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang sebagian 

atau seluruhnya dibiayai  dari APBN/APBD. Sedangkan tujuan dari 

diberlakukannya Peraturan  Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan 

secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak 

diskriminatif, dan akuntabel. 

Keuangan negara menjadi hal yang sangat penting untuk dapat 

mensukseskan pembangunan. Biaya ini dapat menunjang kelancaran pengurusan, 

pengelolaan dan penyelenggarakan Negara. Tidak ada suatu bentuk pengurusan, 

pengelolaan, atau penyelenggaraan negara yang tidak memerlukan biaya. Oleh 

karena itu untuk melakukan tugas-tugas tersebut harus mencari sumber 

pembiayaan, melakukan pengurusan, dan pengelolaan atas pendapatan tersebut, 

dan selanjutnya mendistribusikan untuk keperluan-keperluaan rakyat. 

Untuk melancarkan dan mengoptimalkan kegiatan pengadaan barang/jasa 

pada Kabupaten Pesisir Selatan Pemda (Pemerintah Daerah) menggunakan 
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pengadaan secara elektronik (e-procurement) yang di sediakan oleh LPSE 

(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang tentunya akan memberikan banyak 

kemudahan dan keuntungan. E-procurement ini sendiri adalah proses pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis 

internet dengan manfaat fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. 

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektonik ini merupakan sistem e-

procurement (Pengadaan Secara Elektronik) yang di kembangkan oleh LKPP 

(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah) lembaga ini 

menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. 

Pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Pemerintah 

Daerah Pesisir Selatan dilakukan oleh bidang perekonomian pembangunan pada 

sub bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE unit kerja 

penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang atau layanan yang didirikan 

oleh Kementrian/Instansi/Perguran Tinggi/BUMN/ serta Pemerintah Daerah  

untuk memfasilitasi ULP atau Petinggi Pengadaan dalam melakukan pengadaan 

atau layanan pemerintah secara elektronik. 

Implementasi LPSE di Sumatera Barat sudah dibuat di sebagian 

kabupaten  Penggunaan LPSE ini sudah dilakukan sejak tahun 2011 oleh Pemda 

Kabupaten Pesisir Selatan, dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi, 

LPSE sangat dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsinya dalam menyediakan 

pengadaan barang/jasa tersebut. Layanan ini merupakan salah satu jalan yang 

dapat mempercepat sehingga tidak diperlukan pencetakan/printing dokumen 
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dalam jumlah banyak. Dengan adanya e-procurement telah mengurangi waktu dan 

biaya percetakan dokumen. 

Seiring dengan semangat reformasi dan komitmen untuk mewujudkan 

good governance, pembenahan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah 

terus menerus diupayakan. Salah satu wujud pembenahan tersebut adalah upaya 

penguatan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Namun regulasi  di 

bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut memiliki dinamika 

perubahan yang cepat. Dinamika perubahan regulasi tersebut pada prinsipnya 

bertujuan agar proses pengadaan barang atau jasa pemerintah terselenggara 

dengan baik, terhindar praktek kecurangan. Sehingga tata kepemerintahan yang 

baik (good governance) dapat terealisir. Namun ternyata sampai saat ini 

kecurangan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa masih sangat tinggi 

bahkan potensi kecurangan dapat terjadi sejak tahapan perencanaan kebutuhan, 

pra kontrak, pelaksanaan kontrak, sampai tahap pasca kontrak. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

tertarik mengambil judul Tugas Akhir yaitu “Analisis Proses Pengadaan Barang 

dan Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik? 

2. Bagaimanakah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan? 

3. Apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk 

mengantisipasi Peraturan Presiden yang baru? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian 

tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik 

2. Untuk mengatahui proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik 

pada Pemerintah daerah Pesisir Selatan 

3. Untuk mengetahui apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pesisir Selatan untuk mengantisipasi Peraturan Presiden yang baru 

D. Manfaat penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk mengetahui 

bagaimana Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik 
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pada Pemerintah Daerah Pesisir selatan serta apa saja kebijakan yang 

telah dilakukan oleh pemda pesisir selatan untuk melakukan 

pengadaan barang dan jasa secara elektronik, sekaligus 

memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti tentang 

permasalahan yang di bahas. 

2. Bagi Perusahaan  

Manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu dapat di jadikan 

bahan panduan untuk melakukan Proses Pengadaan Barang dan Jasa 

yang tentunya lebih baik lagi mengenai Pengadaan barang dan jasa 

yang dilakukannya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan pembaca mengenai Proses Pengadaan Barang dan Jasa 

yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Secara 

Elektronik dan sehingga hasil penelitian tersebut dapat di 

pergunakan sebagai referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan 

dengan judul tugas akhir ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Analisis Sistem 

Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Pemda Pesisir Selatan yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dimpulkan bahwa: 

1. Dalam memahami peraturan dan kebijakan pelayanan pengadaan 

barang dan jasa berbasis elektronik pada Pemda Pessel. Jika 

ditinjau dari kemudahan memahami persyaratan dapat dikatakan 

transparan karena setiap persyaratan yang diajukan oleh panitia 

memiliki kegunaan dalam proses pelayanan dan persyaratan juga 

mengacu pada setiap peraturan yang ada. Dalam melakukan setiap 

kebijakan pemda pessel masih memakai peraturan Nomor 54 

Tahun 2010. 

2. Setiap proses yang digunakan dalam Pengadaan Barang Dan Jasa 

Secara Elekronik (SPSE) yang disebut juga e-procurement adalah 

proses pengadaan barang dan jasa  yang pelaksanaannya dilakukan 

secara elektronik yang berbasis web/internet dengan Sistem 

Informasi yang memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan 

informasi yang meliputi e-Lelang Umum (e-Regular Tendering) 

dan e-purchasing berbasis website. Dalam tahap persyaratan teknis 

dapat berupa spesifikasi barang (untuk pengadaan barang), gambar 

yang harus dibangun dan spesifikasinya (untuk pekerjaan 

kontruksi), output yang harus duhasilkan (jasa konsultasi) atau 
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pekerjaan yang harus dilaksanakan (jasa lainnya). Dukungan 

teknologi informasi ini dapat meningkatkan kapabilitas Pemda 

Pessel dalam memberikan kontrobusi bagi penciptaan nilai tambah, 

serta mencapai efektifitas dan efesiensi. 

B. Saran 

1. Disarankan kepada Pemda Pessel untuk memiliki Kebijakan sendiri 

dari Pemda agar tidak terlalu mengacu pada peraturan presiden, 

walaupun begitu Perpres yang berlaku juga tidak boleh di abaikan 

semena-mena. 

2. Disarankan kepada Pemda pessel untuk lebih mengembankan 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dimilikinya agar 

pengguna akan aplikasi pengadaan barang/jasa secara elekronik (e-

procurement) dapat lebih mencapai efektifitas dan efisiensi 

sehingga citra Pemda Pessel lebih dikena; oleh Instansi/Perusahaan 

lain serta dikalangan masyarakat umum. 

3. Disarankan juga pada Pemda Pessel untuk segera melakukan 

pelatihan setiap adanya peraturan terbaru dari pemerintah pusat 

tentang pengadaan barang dan jasa sehingga Pemda Pessel tidak 

ketinggalan dalam setiap peraturan terbaru . 
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